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CAPAIAN PEMBELAJARAN 

MATA KULIAH TATA RUANG DAN PERENCANAAN WILAYAH 

 

Kode CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah Tata Ruang dan 

Perencanaan Wilayah (Semester V) 

SIKAP (S) 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa 

S9 menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nasionalisme 

PENGETAHUAN (P) 

P1 Menguasai prinsip dan teknik survey pemetaan, serta pengelolaan basis 

data agraria-pertanahan dan tata ruang 

P2 Menguasai prinsip-prinsip hukum dan administrasi pertanahan 

KETERAMPILAN UMUM (KU)  

KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam 

melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya 

KETERAMPILAN KHUSUS (KK) 

KK1 Terampil melakukan analisis spasial dalam bidang agraria, penataan 

ruang dan pertanahan 

 

Kode CPMK yang dibebankan pada Mata Kuliah Tata Ruang dan 

Perencanaan Wilayah (Semester V) 

CPMK1 Mampu menjelaskan konsep perencanaan wilayah, prinsip-prinsip 

perencanaan wilayah dan pentingnya penataan ruang dalam 

pengembangan wilayah (S4, P2) 

CPMK2 Mampu Mengidentifikasi problematika perkembangan wilayah (S9, 

KK1) 

CPMK3 Mampu Menganalisis Produk-produk Penataan Ruang dalam rangka 

penyelesaian konflik (P1, KU5) 

CPMK4 Mampu Memanfaatkan Produk Penataan Ruang dalam pelayanan 

pertanahan dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik (S9, KK1) 
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MODUL I 

PERENCANAAN WILAYAH  DAN PENATAAN RUANG 

 

 

 

Rencanaan   

 

 

A. Perencanaan Wilayah 

Berbagai permasalahan pembangunan saat ini muncul akibat adanya 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sektoral. Oleh karena 

itu, berbagai upaya dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

dapat dilakukan secara terintegrasi antar sektor maupun antar wilayah. Salah satu 

yang disodorkan adalah suatu sistem kerja terintegrasi pada aras perencanaan. 

Sistem kerjatersebut dikenal dengan  comprehensive planning. Perencanaan yang 

bersifat comprehensive ini adalah suatu sistem perencanaan yang pelaksanaannya 

memperhatikan kebutuhan, tujuan dan  kepentingan dari sektor yang lain.  

Dalam hal ini sistem perencanaan meliputi dua hal, yaitu sistem yang 

behubungan dengan organisasi perencanaan itu sendiri mapun sistem yang 

menyangkut wilayah yang direncanakan. Dengan dilandasi oleh ide sistem inilah 

kemudian timbul apa yang sekarang dikenal dengan perencanaan wilayah yang 

bersifat comprehensive ini. Dalam kaitannya dengan pengertian wilayah, 

perencanaan  yang bersifat comprehensive, ada tiga macam skala wilayah, yakni: 

1. Wilayah Nasional. Wilayah Nasional adalah wilayah yang dibatasi oleh batas-

batas adminitrasi dan politik suatu negara tertentu, yang di dalamnya terdapat 

berbagai wilayah regional atau provinsi maupun wilayah kabupaten atau kota. 

2. Wilayah Regional. Wilayah regional merupakan sub wilayah nasional yang 

dibatasi oleh unit administrasi tertentu ataupun didasarkan pada batasan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang hendak 

dicapai melalui Modul I ini adalah: 

Peserta Didik mampu menjelaskan konsep perencanaan 

wilayah, prinsip-prinsip perencanaan wilayah dan pentingnya 

penataan ruang dalam pengembangan wilayah (S4, P2). 
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batasan fisikal yang ada pada daerah tertentu atau gabungan dari keduanya. 

Wilayah ini dapat berupa wilayah pengembangan yang terdiri dari beberapa 

kabupaten/kota, maupun terbatas pada wilayah administrasi setingkat 

provinsi.  

3. Wilayah Lokal. Seperti halnya dengan skala wilayah sub nasional (wilayah 

regional), batas wilayah  lokal  inipun dapat menganut batasan batasan unit 

administratif maupun unit unit fisikal yang ada. Oleh karena itu wilayah 

dalam skala ini biasanya hanya meliputi daerah yang sempit saja, biasanya 

delimitasi atas dasar unit administrasi lebih mudah dikerjakan. Wilayah lokal 

yang sering digunakan adalah wilayah administratif setingkat kabupaten/kota. 

Dalam konteks sekarang, telah berkembang wilayah-wilayah perencanaan 

dalam skala lokal yang lebih spesifik, seperti wilayah desa, wilayah adat 

ataupun wilayah-wilayah perencanaan lainnya yang diatur dalam kebijakan 

penataan ruang. 

Perencanaan wilayah selalu menyangkut tiga jenis aspek kehidupan, yaitu 

aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan aspek fisik.Oleh karena itu setiap 

perencanaan wilayah pada skala wilayah yang berbeda selalu terkait  pula dengan 

ketiga aspek kehidupan tersebut. Walaupun dalam skala yang lebih luas ketiga 

aspek tersebut sangat sulit untuk dipilah-pilahkan karena pada hakekatnya ketiga 

hal itu saling terkait, namun proporsi kegiatan dalam beberapa hal masih dapat 

diamati mengenai titik beratnya. Hal ini inline dengan orientasi pembangunan 

berkelanjutan dalam perspektif land management sebagaimana dikemukakan 

oleh Enemark (2005) dalam Gambar 1 berikut. 

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama paradigma land 

management adalah Sustainable Development (pembangunan berkelanjutan) 

yang menyangkut aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (fisik). 
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Gambar 1: The Land Management Paradigm  (Enemark et al., 2005)

 

B. Prinsip-Prinsip Perencanaan Wilayah 

Perencanaan merupakan satu unsur penting yang sangat menentukan dalam 

sebuah proses kerja. Tanpa perencanaan yang baik, sebuah proses kerja tidak 

akan memberikan hasil yang memuaskan, kalau tidak dikatakan gagal. Inilah 

pentingnya sebuah perencanaan. Menurut Terry dan Rue, (1991:9) Planning atau 

perencanaan dimaknai sebagai kegiatan untuk menentukan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus 

diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian itu 

tampak bahwa sebuah perencanaan adalah titik awal sebuah kegiatan dilakukan 

untuk mencapai tujuan. Ini menunjukkan bahwa kemana sebuah organisasi 

bergerak, tujuan apa yang ingin dicapai, sumberdaya apa yang harus disiapkan 

untuk mencapai tujuan tersebut, tergantung pada keberhasilan dalam 

perencanaan. Terry dan Rue merumuskan berbagai tahapan yang merupakan 

kegiatan utama dalam perencanaan, yang meliputi:   
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1. self audit – menentukan keadaan organisasi sekarang, dalam konteks sekarang 

lebih dikenal dengan istilah identifikasi potensi diri, dalam hal ini cenderung 

menemukenali kekuatan (strenghtness) dan kelemahan (weakness) yang 

dimiliki;  

2. survey lingkungan, dapat dimaknai sebagai upaya lanjutan dalam identifikasi 

diri, tetapi kegiatan ini lebih berorientasi pada kondisi lingkungan sekitar, 

lebih jauh lagi dapat diorientasikan pada identifikasi tentang peluang 

(opportunities)  dan ancaman (threats) yang ada apabila akan melakukan 

sebuah kerja;   

3. objectives – menentukan  tujuan, kegiatan ini digunakan untuk mengarahkan 

kemana organisasi akan berjalan, dalam hal ini tujuan yang ditetapkan harus 

didefinisikan secara jelas sehingga dapat digunakan untuk mengetahui ukuran 

keberhasilan dan kegagalan secara objektif; 

4. forecast – meramalkan keadaan-keadaan yang akan datang, meramalkan disini 

dimaknai sebagai tindakan memprediksikan keadaan dan kondisi yang akan 

dihadapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dan obyektif di 

masa mendatang; 

5. melakukan tindakan-tindakan untuk dapat mengerahkan berbagai  sumberdaya 

yang dimiliki; 

6. evaluate – mempertimbangkan berbagai tindakan-tindakan yang direncanakan 

untuk dilakukan, sebelum diimplementasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan 

untuk mencapai tujuan;  

7. revist and adjust – mengubah dan menyesuaikan rencana-rencana dengan 

hasil evaluasi dan pengawasan dengan keadaan yang selalu berubah 

8. communicate – komunikasi terhadap semua komponen yang terlibat dalam 

seluruh kegiatan terus dilakukan selama proses perencanaan.  

Beberapa tahapan ini merupakan tahapan yang bersifat umum untuk 

berbagai kegiatan perencanaan. Untuk berbagai jenis kegiatan yang mempunyai 

tipologi berbeda, tahapan di atas dapat dimodifikasi sesuai dengan karakter yang 
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dimiliki oleh sebuah organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan organisasinya. 

Demikian pula dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Beberapa tahapan 

tersebut harus tetap diperhatikan meskipun dengan berbagai penyesuaian. 

Beberapa penyesuaian perlu dilakukan misalnya perencanaan yang konseptual, 

terintegrasi, akomodatif dan berkesinambungan menjadi suatu  keharusan dalam 

penyusunan rencana tata ruang agar dalam implementasinya tidak terjadi 

perbedaan interpretasi yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.  

Dalam konteks kekinian, perencanaan wilayah disusun dalam bentuk 

perencanaan tata ruang, baik pada level nasional, provinsi maupun level 

kabupaten kota atau perencanaan tata ruang yang bersifat detail/rinci pada 

wilayah-wilayah tertentu. Agar dapat terwujud perencanaan wilayah yang 

konseptual, terintegrasi, akomodatif dan berkesinambungan terdapat beberapa ide 

pokok yang harus diperhatikan. Beberapa ide pokok dalam kegiatan perencanaan 

dalam konteks perencanaan tata ruang tersebut meliputi: 

1. Konseptualisasi. Konseptualisasi dimaknai sebagai proses berpikir untuk 

pembentukan konsep yang holistik terhadap sebuah wilayah. Visi ke depan 

sebuah wilayah yang akan dijabarkan dalam suatu disain tata ruang adalah 

satu hal penting yang harus diperhatikan. Artinya, kebijaksanaan penataan 

ruang yang akan dimanifestasikan dalam rencana tata ruang harus mendukung 

tercapainya visi yang dibangun berdasarkan karakteristik wilayah dan masa 

depan suatu wilayah. 

2. Pemilihan Jenis Kegiatan. Proses pemilihan jenis kegiatan ini sepenuhnya 

didasari oleh visi yang sudah ditetapkan oleh sebuah wilayah. Artinya jenis 

kegiatan yang akan direkomendasikan dalam rencana tata ruang secara 

langsung maupun tidak langsung mampu mendukung tercapainya tujuan 

pembangunan di wilayah tersebut.   

3. Pertimbangan Rasionalitas. Dasar-dasar pertimbangan rasionalitas untuk 

berbagai kegiatan di masa mendatang harus dimatangkan sejak dini, agar 

dalam rentang waktu perjalanan pelaksanaan rencana tata ruang tidak 
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kehilangan orientasi. Pertimbangan rasionalitas ini pulalah yang digunakan 

sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan 

penentangan dan penolakan terhadap rencana tata ruang yang sudah tersusun. 

4. Pengambilan Keputusan. Dasar-dasar pertimbangan rasional yang ada 

sebagaimana butir ke-3 digunakan dalam proses pengambilan keputusan saat 

ini tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan. Dalam proses ini 

pelibatan berbagai stake holder perlu dilakukan agar keputusan yang diambil 

memiliki legitimasi dan jastifikasi yang relatif kuat.  Keputusan dalam 

penyusunan rencana tata ruang wilayah berkisar pada visi dan orientasi ke 

depan wilayah yang direncanakan serta rekomendasi penggunaan ruang yang 

dimanifestasikan ke bentu struktur ruang dan pola ruang, untuk berbagai 

wilayah pengembangan. 

5. Alokasi Ruang. Pengalokasian ruang secara sistematis dan rasional untuk 

berbagai penggunaan merupakan „roh‟ kebijaksanaan penataan ruang. 

Artinya, ke-empat ide pokok terdahulu semuanya bermuara pada perencanaan 

yang berkaitan dengan alokasi ruang. Karena alokasi ruang merupakan sebuah 

tahapan final perencanaan yang dimanifestasikan dalam sebuah rekomendasi 

kebijaksanaan penataan ruang suatu wilayah. 

Menurut Tarigan (2004:43) perencanaan ruang adalah perencanaan 

penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan 

penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang 

tersebut.  Hal ini menunjukkan bahwa ‟roh‟ dalam perencanaan ruang adalah 

land use planning, yang dalam konteks kelembagaan di Indonesia (Badan 

Pertanahan Nasional) sering disebut dengan rencana tata guna tanah. Meskipun 

perkembangan terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 

tentang Penatagunaan Tanah (PP 16/2004) secara implisit disebutkan bahwa 

penatagunaan tanah atau pola pengelolaan tata guna tanah adalah sub sistem dari 

rencana tata ruang wilayah.  
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Berbicara tentang land use planning, kita tidak bisa menafikan pendapat 

Working Group on Integrated Land Use Planning (WGLUP) dalam Amler, B. at 

all (1999:16) yang menyatakan bahwa “Land Use Planning (LUP) is an iterative 

process based on the dialogue amongst all stakeholders aiming at the 

negotiation and decision for a sustainable form land use in rural areas as well as 

initiating and monitoring its implementation”. Artinya bahwa perencanaan 

penggunaan lahan merupakan sebuah proses yang didasarkan pada dialog antar 

semua stake holder yang berisikan negosiasi dan keputusan untuk mewujudkan 

keberlanjutan penggunaan tanah di wilayah pedesaan secara baik, mulai tahapan  

inisiasi sampai monitoring dalam implementasi. 

Ada sedikit perbedaan pengertian di atas dengan konteks tulisan ini. 

Pengertian di atas hanya memfokuskan pada rural area, sementara pada tulisan 

ini mencoba mengkaji berbagai penggunaan lahan/ruang. Namun demikian ‟roh‟ 

dalam definisi di atas adalah sama dengan konsep perencanaan ruang yang 

melibatkan semua stake holder dalam penyusunan maupun dalam pelaksanannya. 

Lebih lanjut, land use planning yang digagas WGLUP mensyaratkan adanya 11 

(sebelas) prinsip yang harus diperhatikan, yang meliputi (Amler, B. at all. 

1999:22-25):    

1. rencana penggunaan lahan harus berorientasi pada kondisi lokal, baik metode 

maupun substansinya; 

2. rencana penggunaan lahan mempertimbangkan pandangan-pandangan budaya 

dan bangunan-bangunan yang didasarkan pada kearifan lokal; 

3. rencana penggunaan lahan mempertimbangkan strategi tradisional untuk 

penyelesaian masalah dan konflik; 

4. rencana penggunaan lahan mempunyai asumsi bahwa sebuah konsep 

mengenai pembangunan perdesaan adalah sebuah proses bottom up untuk 

menolong diri sendiri (mandiri) dan menciptakan responsibilitas diri; 
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5. rencana penggunaan lahan adalah sebuah proses dialog, menciptakan 

prakondisi untuk keberhasilan dalam negosiasi dan kerjasama antar stake 

holder; 

6. rencana penggunaan lahan adalah sebuah proses menuju pada peningkatan 

kapasitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan; 

7. rencana penggunaan lahan memerlukan transparansi, oleh karena itu akses 

yang luas terhadap informasi bagi semua partisipan merupakan suatu 

prasyarat yang harus dipenuhi; 

8. deferensiasi stake holder dan pendekatan gender adalah prinsip pokok dalam 

rencana penggunaan lahan; 

9. rencana penggunaan lahan berbasis kerjasama interdisipliner; 

10. rencana penggunaan lahan adalah suatu proses iteratif, fleksibel dan terbuka, 

berbasis pada penemuan-penemuan dan perubahan-perubahan baru;   

11. rencana penggunaan lahan berorientasi pada implementasi.      

Beberapa hal yang dikemukakan Amler di sini memfokuskan 

perencanaan penggunaan lahan untuk wilayah perdesaan. Hal ini didasari oleh 

pemikiran bahwa sebuah perencanaan penggunaan lahan adalah merencanakan 

berbagai wilayah yang penggunaannya masih minimalis atau dengan kata lain 

existing land use-nya masih sangat terbatas. Namun demikian apa yang 

dikemukakan Amler ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

perencanaan ruang secara umum. Artinya setiap perencanaan penggunaan lahan 

perlu mempertimbangkan beberapa prinsip di atas, mengingat prinsip-prinsip 

tersebut dapat diimplementasikan baik untuk perencanaan penggunaan lahan 

perdesaan maupun perencanaan di wilayah lainnya. 

Dalam kerangka kebijakan perencanaan wilayah di Indonesia 

menggunakan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Beberapa pengertian dasar dalam perencanaan wilayah sebagaimana tertuang 

dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: 
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1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempatmanusia 

dan makhluk lain hidup, melakukankegiatan, dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. 

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polaruang. 

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusatpermukiman dan sistem jaringan 

prasarana dansarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatansosial 

ekonomi masyarakat yang secara hierarkismemiliki hubungan fungsional. 

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruangdalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukanruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruanguntuk 

fungsi budi daya. 

5. Penataan ruang adalah suatu sistem prosesperencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang. 

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatanyang meliputi pengaturan, 

pembinaan, pelaksanaan,dan pengawasan penataan ruang. 

7. Pengaturan penataan ruang adalah upayapembentukan landasan hukum bagi 

Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat dalampenataan ruang. 

8. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untukmeningkatkan kinerja penataan 

ruang yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan 

masyarakat. 

9. Pelaksanaan penataan ruang adalah upayapencapaian tujuan penataan ruang 

melaluipelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

10. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agarpenyelenggaraan penataan 

ruang dapat diwujudkansesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untukmenentukan struktur ruang 

dan pola ruang yangmeliputi penyusunan dan penetapan rencana tataruang. 
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12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untukmewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan danpelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 

13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upayauntuk mewujudkan tertib tata 

ruang. 

14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tataruang. 

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuangeografis beserta segenap 

unsur terkait yang batasdan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspekadministratif dan/atau aspek fungsional. 

16. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan polaruang yang mempunyai 

jangkauan pelayanan padatingkat wilayah. 

17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsiutama lindung atau budi daya. 

18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkandengan fungsi utama 

melindungi kelestarianlingkungan hidup yang mencakup sumberdayaalam 

alam dan sumber daya buatan. 

19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkandengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atasdasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,sumber 

daya manusia, dan sumber daya buatan. 

Beberapa pengertian dasar di atas menunjukkan bahwa dalam perencanaan 

wilayah di Indonesia, maka obyjek utama atau muatannya adalah ruang. Dalam 

hal ini dapat berupa ruang darat, ruang laut maupun ruang udara. Namun 

demikian, dalam konteks ini perencanaan wilayah difokuskan pada perencanaan 

ruang darat, dengan matra utamanya adalah tanah. Sehingga bahasan-bahasan 

selanjutnya berkenaan dengan perencanaan dan perkembangan wilayah, akan 

sering dikemukakan beberapa peristilahan yang dapat menimbulkan kerancuan, 

seperti ruang, wilayah, lahan maupun tanah. 
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C. Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang 

dimaksud dengan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatanyang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,dan pengawasan penataan 

ruang.Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untukmewujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan 

berlandaskanWawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: 

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang rentan 

terhadap bencana; 

b. potensi sumber daya alam, sumber dayamanusia, dan sumber daya buatan; 

kondisiekonomi, sosial, budaya, politik, hukum,pertahanan keamanan, 

lingkungan hidup, sertailmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

satukesatuan; dan 

c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, 

dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan 

komplementer.Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruangwilayah 

yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasionalyang mencakup ruang darat, ruang 

laut, dan ruangudara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satukesatuan. 

Adapun penataan ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota meliputi ruang 

darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumisesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 



13 
 

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Negara memberikan 

kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah guna penyelenggaraan 

penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam 

penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan dengan tetap menghormati hak 

yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah. Kewenangan pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada 

lingkup wilayah yang menjadi otoritasnya. 

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang 

meliputi: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap 

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota; (b) pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; (c) 

pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan (d) kerja sama 

penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang 

antarprovinsi.Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang 

nasional meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah nasional; 

b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. 

Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan 

strategis nasional meliputi: (a) penetapan kawasan strategis nasional; (b) 

perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; (c) pemanfaatan ruang 

kawasan strategis nasional; dan (d) pengendalian pemanfaatan ruang 

kawasanstrategis nasional. 

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang,Pemerintah berwenang 

menyusun dan menetapkanpedoman bidang penataan ruang.Dalam 

pelaksanaan wewenang tersebut, Pemerintah: (a) menyebarluaskan informasi 

yang berkaitandengan: (1) rencana umum dan rencana rinci tata ruangdalam 
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rangka pelaksanaan penataan ruangwilayah nasional; (2) arahan peraturan 

zonasi untuk sistemnasional yang disusun dalam rangkapengendalian 

pemanfaatan ruang wilayahnasional; dan (3) pedoman bidang penataan ruang; 

serta (b) menetapkan standar pelayanan minimal bidangpenataan ruang. 

Berkenaan dengan pemerintah daerah, wewenang pemerintah provinsi 

dalampenyelenggaraan penataan ruang meliputi: (a) pengaturan, pembinaan, 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahprovinsi, dan 

kabupaten/kota, serta terhadappelaksanaan penataan ruang kawasan 

strategisprovinsi dan kabupaten/kota; (b) pelaksanaan penataan ruang wilayah 

provinsi; (c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategisprovinsi; dan (d) 

kerja sama penataan ruang antarprovinsi danpemfasilitasan kerja sama 

penataan ruangantarkabupaten/kota. 

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalampelaksanaan penataan 

ruang wilayah provinsi meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; 

b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayahprovinsi. 

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsipemerintah daerah 

provinsi melaksanakan: (a) penetapan kawasan strategis provinsi; (b) 

perencanaan tata ruang kawasan strategisprovinsi; (c) pemanfaatan ruang 

kawasan strategis provinsi;dan (d) pengendalian pemanfaatan ruang 

kawasanstrategis provinsi. Adapun pelaksanaan pemanfaatan ruang dan 

pengendalianpemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat 

dilaksanakan pemerintah daerahkabupaten/kota melalui tugas pembantuan. 

Berkenaan dengan tingkat kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota 

mempunyai wewenang dalam: (a) pengaturan, pembinaan, dan 

pengawasanterhadap pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dan 

kawasan strategiskabupaten/kota; (b) pelaksanaan penataan ruang 

wilayahkabupaten/kota; (c) pelaksanaan penataan ruang kawasan 
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strategiskabupaten/kota; dan (d) kerja sama penataan ruang 

antarkabupaten/kota.Wewenang pemerintah kabupaten/kotadalam 

pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;  

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayahkabupaten/kota. 

Berkenaan dengan pelaksanaan penataan ruang kawasanstrategis 

kabupaten/kota melaksanakan: 

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategiskabupaten/kota; 

c. pemanfaatan ruang kawasan strategiskabupaten/kota; dan 

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasanstrategis kabupaten/kota. 

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik pemerintah maupun 

pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan penataan ruang, baik 

pada struktur pemerintah di bawahnya maupun kepada masyarakat, yang 

meliputi berbagai kegiatan seperti: 

a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; 

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 

b. sosialisasi pedoman bidang penataan ruang; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi 

d. pelaksanaan penataan ruang; 

e. pendidikan dan pelatihan; 

f. penelitian dan pengembangan; 

g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi 

h. penataan ruang; 

i. penyebarluasan informasi penataan ruang 

j. kepada masyarakat; dan 

k. pengembangan kesadaran dan tanggung jawabmasyarakat. 
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Secara umum penyelenggaraan penataan ruang, baik yang menjadi 

kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah tergambar dalam skema 

berikut. 

7
Sumber : UU No.26 Tahun 2007 & PP No.15 Tahun 2010

Gambar 2. Skema Penyelenggaraan Penataan Ruang 

TUGAS 

Berikut ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing 

peserta didik untuk memperdalam pemahaman konsep dan prinsip-prinsip 

perencanaan wilayah serta pentingnya penataan ruang dalam perencanaan dan 

pengembangan wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Tujuan Tugas 

Menjelaskan konsep perencanaan wilayah, prinsip-prinsip perencanaan 

wilayah dan pentingnya penataan ruang dalam perencanaan dan 

pengembangan wilayah. 

B. Uraian Tugas 

 1. Obyek Garapan  

Konsep dan Prinsip-prinsip Perencanaan wilayah dan PenataanRuang 

 2. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan): 

a. Mencari naskah yang relevan 

b. Menuliskan dalam bentuk makalah 

c. Mempresentasikan di depan kelas 

3. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Paper mengenai summary semua konsep dan prinsip-prinsip 

perencanaan wilayah dan tata ruang maksimal 5 halaman A4, 

diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) 

atau Times New Roman (12), dengan spasi tunggal. 
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MODUL II 

PERKEMBANGAN WILAYAH 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dinamika Perkembangan Wilayah 

Perkembangan wilayah merupakan sebuah „sunatullah‟, yang harus 

diterima dengan segala permasalahannya. Perkembangan peradaban dan 

tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadi bagian 

terpenting penyebab terjadinya perkembangan wilayah. Perkembangan 

wilayah di sini dapat bermakna positif apabila proses perkembangan terjadi 

secara alami dan bersifat akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan mayoritas 

masyarakat penghuni wilayah tersebut. Artinya perkembangan yang terjadi 

memberikan manfaat optimal bagi peningkatan aksesibilitas dan kemudahan 

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Misalnya terbukanya daerah-daerah 

yang terisolasi dengan jaringan transportasi dan telekomunikasi, sehingga 

mempermudah distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian yang 

melimpah. Hal ini dapat memacu motivasi masyarakat di daerah tersebut 

untuk bergeser dari pertanian subsisten ke arah pertanian yang berorientasi 

pasar yang lebih menguntungkan. Di samping itu perkembangan wilayah juga 

sering berkonotasi negatif. Perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali, 

meluasnya slum area dan meningkatnya kawasan bahaya banjir adalah contoh 

dampak negatif yang disebabkan oleh  adanya perkembangan wilayah.  

Dengan demikian perkembangan wilayah tidak dapat begitu saja dinilai 

secara parsial pada dampak yang ditimbulkan. Karena perkembangan wilayah 

adalah sebuah proses besar yang menyangkut berbagai aspek kehidupan yang 

bekerja secara simultan.  Kajian terhadap perkembangan wilayah harus 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang hendak dicapai 

melalui Modul II ini adalah: 

Peserta Didik Mampu Mengidentifikasi problematika 

perkembangan wilayah (S9, KK1) 
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ditinjau secara holistik antara segenap unsur sumberdaya yang berpengaruh 

terhadap proses dinamika wilayah. 

Dinamika wilayah tidak diartikan sebagai pergerakan wilayah dari satu 

lokasi ke lokasi lain, namun lebih ditekankan pada perubahan-perubahan 

karakteristik suatu wilayah yang meliputi human, institution, natural, capital 

dan others (HINCO) yang disebabkan oleh agents of change baik yang 

bersifat alami, pengaruh manusia maupun kombinasi keduanya (Widyatmoko, 

1998). Lebih khusus lagi dinamika wilayah dibentuk oleh serangkaian 

perubahan yang saling kait mengkait antara perubahan-perubahan baik yang 

alami maupun bukan alami yang meliputi iklim, bencana alam, ekonomi, 

demografi, politik, budaya, teknologi, sosial, baik dalam skala makro maupun 

mikro sebagaimana tampak dalam Gambar 3.  

Berdasarkan diagram proses dinamika wilayah pada Gambar 3, tampak 

bahwa obyek kajian utama dalam dinamika wilayah adalah „wilayah‟ itu 

sendiri, yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan 

khusus. Tiga hal yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi 

karakteristik sebuah wilayah yang harus dipertimbangkan dalam 

pengembangan wilayah mengingat dinamika wilayah merupakan sebuah 

konsekuensi dari eksistensi hal-hal tersebut. 

Ketiga hal tersebut adalah: (1) Faktor Lokal. Hal ini berkaitan dengan 

potensi sumberdaya yang ada pada suatu wilayah, baik itu sumberdaya alam 

maupun sumberdaya manusianya. Aspek kultur dan nilai historis suatu 

wilayah juga menjadi suatu pertimbangan tersendiri dalam perencanaan 

pengembangan wilayah, karena aspek ini merupakan nilai-nilai lokal yang 

secara spesifik keberadaannya membuat suatu wilayah menjadi berbeda dan 

memiliki nilai lebih di banding wilayah lain; (2) Agen Perubahan. Aspek ini 

terkait dengan manusia dan alam yang secara ekologis membentuk sebuah 

jarring-jaring kehidupan. Manusia sebagai sebuah agen perubahan selalu 

berusaha untuk beradaptasi dan mensiasati alam dan potensi wilayahnya 
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untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan alam melalui dinamikanya 

dan berbagai bencana merupakan peubah dinamika wilayah yang tidak bisa 

dinafikan begitu saja; (3) Pengambilan Keputusan. Aspek inilah yang 

sebetulnya mempunyai kontribusi terbesar dalam proses dinamika wilayah. 

Visi dan misi dari pemegang otoritas, pemilik kapital dan masyarakat dalam 

memandang masa depan sebuah wilayah menjadi entry point bagi 

pengembangan wilayah ke depan. Artinya dinamika wilayah akan sangat 

tergantung pada proses pengambilan keputusan dalam rangka 

mengembangkan sebuah wilayah demi kepentingan sesaat atau kepentingan 

masa depan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Skema Proses Dinamika Wilayah 

(Sumber: Widyatmoko, 1998 & Modifikasi) 

 

Agen Perubahan: 
Manusia  

- Ekonomi 
- Sosial 
- Budaya 
- Politik 

Alam: 
- Gejala Alam 
- Bencana 

Pengambilan Keputusan: 

- Publik 
- Swasta 
- Perorangan 

 

WILAYAH: 

- Budidaya 
- Lindung 
- Khusus 

 

Faktor Lokal: 

- Potensi Sumberdaya 
- Kultur 
- Historis 

Dinamika Wilayah: 

Perubahan unsur-

unsur wilayah, 

human, institution, 

natural, capital, 

others. 

Persoalan- 

Persoalan 

Wilayah 

RESPON 
KEBIJAKSANAAN  

& 

PERENCANAAN 
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Sebagai contoh, dinamika wilayah yang terjadi pada kota-kota di dunia 

sering diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga type) pemekaran kota (urban sprawl) 

yang meliputi: (1) perembetan konsentris; (2) perembetan memanjang; dan (3) 

perembetan meloncat (Yunus, 2000:126). 

Fenomena pengambilalihan lahan non urban oleh penggunaan lahan 

urban di daerah pinggiran (invasion) dan proses perembetan kenampakan 

fisik kekotaan ke arah luar (urban sprawl) merupakan sebuah konsekuensi 

dari dinamika wilayah. Faktor lokal, agen perubahan dan pengambilan 

keputusan bekerja secara simultan mempengaruhi perkembangan wilayah 

berikut dampak ikutannya. Contoh perubahan penggunaan lahan akibat 

invansion dan urban sprawl dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 

 

Gambar 4a.  

Lahan Terbangun di DIY 

Tahun 1990 

Gambar 4b.  

Lahan Terbangun di DIY 

Tahun 2006 
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Bertolak dari beberapa hal di atas, ternyata dinamika wilayah 

menempati posisi yang sangat penting dalam kajian tata ruang dan 

perencanaan wilayah. Dalam konteks ini, di setiap tingkatan pemerintahan 

yang membawahi wilayah harus memiliki desain tata ruang yang merupakan 

fungsi kontrol bagi arahan dan pelaksanaan pembangunan yang 

diimplementasikan dalam sebuah kegiatan penataan ruang.   

 Upaya penataan ruang dilakukan sebagai tindakan untuk mengarahkan 

kegiatan pembangunan sekaligus tindakan antisipasi terhadap perkembangan 

wilayah yang tidak teratur. Secara teknis penataan ruang terbagi menjadi 

penataan tata ruang kota dan penataan ruang daerah. Kedua jenis penataan 

ruang ini memiliki tipologi sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat penghuninya. Masyarakat kota cenderung membutuhkan sarana 

dan prasarana publik yang mengarah pada aktivitas perekonomian dengan 

segala struktur pendukungnya seperti pusat pendidikan, perkantoran, industri, 

hiburan dan fasilitas kesehatan. Sedangkan penataan ruang daerah difokuskan 

pada pengembangan wilayah yang berbasis kegiatan pertanian dengan 

berbagai sarana dan prasarana publik untuk kepentingan masyarakat dengan 

tipologi pedesaan. 

 Dengan demikian apabila dianalogikan dengan hal di atas, maka 

dinamika perkembangan wilayah secara spasial dapat diklasifikasikan menjadi 

dinamika perkembangan wilayah perkotaan dan dinamika perkembangan 

wilayah perdesaan. Meskipun untuk mengidentifikasi atau menemukenali 

sebuah wilayah disebut urban ataupun rural bukanlah persoalan sederhana.  

Mengingat perkembangan wilayah saat ini dipengaruhi oleh kompleksitas 

segenap aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, suatu wilayah tidak dapat 

begitu saja dikatakan sebagai wilayah perdesaan meskipun fenomena 

pertanian tanah basah masih dijumpai. Demikian pula juga sulit dikatakan 

sebagai daerah perkotaan meskipun sarana dan prasarana publik telah 

menunjukkan wujud fisik sebuah kota. Namun demikian apabila sebuah 
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wilayah mempunyai karakteristik perkotaan dan perdesaan lebih tepat disebut 

sebagai daerah sub urban karena memiliki karakteristik yang merupakan 

kombinasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, termasuk di dalamnya 

adalah terdapatnya kultur kota maupun kultur desa.  Persoalan yang muncul 

kemudian adalah desain tata ruang yang sesuai untuk wilayah sub urban 

adalah desain tata ruang kota atau daerah. Artinya, untuk kepentingan ke 

depan aktivitas pertanian yang dipertahankan ataukah perubahan fungsi lahan 

dibiarkan terus berlangsung akibat perkembangan kota. Ini adalah satu contoh 

sederhana, yang dampaknya bisa berakibat fatal. Meningkatnya intensitas 

banjir, menurunnya muka air tanah dan berkembangnya slum area merupakan 

sebuah konsekuensi logis dari perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah. 

 Sebagai bahan komparasi fenomena wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Gresik, Bangkalan, Kertosono, 

Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertosusilo); Yogyakarta, Solo 

dan Semarang (Joglosemar) dan kota-kota besar lainnya intensitas perubahan 

lahannya sangat tinggi. Perubahan penggunaan lahan di beberapa kota pantai, 

misalnya kota-kota di pantai utara Jawa mengakibatkan intrusi air asin dan 

intensitas banjirnya meningkat dari tahun ke tahun. 

 Hal-hal di atas perlu dikedepankan, direnungkan dan dijadikan sebagai 

media refleksi agar perkembangan wilayah yang terjadi tidak memberikan 

kontribusi yang bersifat negatif, tetapi mampu mendorong tercapainya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat penghuninya.  

 

B. Problematika dalam Perkembangan Wilayah 

Salah satu sifat disain tata ruang adalah dinamis, fleksibel dan mampu 

memberikan ruang gerak yang inovatif dalam pelaksanaan pembangunan. 

Namun demikian, karena kedinamisan dan kelenturannya disain tata ruang 

yang dimanifestasikan dalam rencana tata ruang seringkali disalahartikan. 

Pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan 
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sebuah rencana tata ruang sering digunakan sebagai legitimasi dalam 

melakukan penyimpangan terhadap tata ruang yang sudah ada demi 

kepentingan sempit atau sesaat.  

Sebagai pedoman dalam pengarahan lokasi investasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, rencana tata ruang sering 

dijadikan sebagai komoditas untuk bargaining antara pemilik modal (investor) 

dengan pemegang otoritas di suatu wilayah, baik itu bersifat kelembagaan 

maupun personal. Pemilik modal tidak akan mengivestasikan kapitalnya 

apabila lokasi yang direkomendasikan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) 

tidak sesuai dengan kriteria perusahaannya. Pemerintahpun tidak akan begitu 

saja melepaskan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 

pendapatan devisa yang sudah di depan mata. Akhirnya dengan berbagai 

langkah negosiasi, baik yang prosedural maupun „di belakang meja‟ 

tercapailah sebuah kesepakatan yang pada akhirnya menjadikan sebuah disain 

tata ruang tidak memiliki arti lagi.  

 Agar hal di atas tidak menjadikan sebuah preseden buruk bagi 

perkembangan penyusunan rencana tata ruang ke depan dalam arti tidak 

memberikan implikasi yang merugikan bagi masa depan sebuah wilayah, 

maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dalam penyusunan rencana 

tata ruang. Artinya disain tata ruang betul-betul disusun dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah, sedang dan akan berkembang 

di kemudian hari, sehingga tidak terdapat celah-celah yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan 

demikian tujuan disusunnya rencana tata ruang sebuah wilayah dapat 

diwujudkan 

 Sebuah konsep ideal pada bidang apapun, termasuk di dalamnya 

adalah penataan ruang mempunyai permasalahan dalam implementasinya. 

Bahkan permasalahan tidak hanya muncul pada tahapan implementasi tetapi 

juga muncul semenjak disusunnya desain rencana tata ruang itu sendiri. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari 

sebuah proses panjang yang melibatkan berbagai komponen dengan latar 

belakang, orientasi serta kepentingan yang berbeda-beda.  Permasalahan-

permasalahan inilah yang kemudian berkembang menjadi kendala-kendala 

dalam penyusunan rencana tata ruang maupun pelaksanaannya. 

 Dalam konteks kekinian, dengan melihat berbagai fenomena yang 

ditemui di lapangan maupun berdasarkan data, informasi maupun kajian-

kajian yang berhubungan dengan keruangan secara umum beberapa 

permasalahan yang bersifat konseptual dapat disebut antara lain (Sutaryono, 

2007): 

1. Rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangannya tidak efisien 

dan efektif. Kurangnya informasi dan sosialisasi hal-hal yang berkaitan 

dengan tata ruang menyebabkan kurang dipahaminya kebijaksanaan 

penataan ruang oleh masyarakat, dunia usaha maupun oleh aparat 

pemerintah yang nota bene sebagai pihak yang memiliki kewenangan 

dalam kebijaksanaan penataan ruang.  

2. Persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap rencana tata ruang, 

seringkali menjadi penyebab terjadinya conflict of interest antar segenap 

stake holder. 

3. Rencana tata ruang kurang mampu mengakomodasikan kepentingan 

segenap stake holder yang mempunyai kompetensi terhadap pemanfaatan 

ruang. Hal ini menyebabkan disharmoni dan konflik tata ruang tidak 

mendapatkan ruang sebagai media penyelesaian masalah. 

4. Kebijaksanaan dan strategi penataan ruang suatu wilayah tidak konsisten 

dan terpadu. Hal ini sering terjadi ketika pengambil kebijaksanaan tidak 

mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan wilayahnya atau juga 

adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan yang diikuti oleh 

berubahnya kebijaksanaan penataan ruang. Di samping itu orientasi 

ekonomi yang mengedepan seringkali dijadikan alasan pembenar dalam 



25 
 

penyimpangan terhadap desain tata ruang yang telah disepakati.  

Kurangnya koordinasi antar instansi sebagai salah satu pelaksana 

pembangunan menjadikan tumpang tindihnya kegiatan pembangunan yang 

berbasiskan ruang.     

5. Munculnya dualisme kepentingan antara orientasi ekonomi dan kelestarian 

lingkungan dan unsur-unsur ekologis.     

Di samping permasalahan-permasalahan yang bersifat konseptual di 

atas, terdapat permasalahan-permasalahan teknis yang tidak dapat dinafikan 

keberadaannya. Permasalahan-permasalahan teknis ini antara lain: 

1. Berbedanya penyusun rencana dengan yang melaksanakan rencana tata 

ruang yang berakibat munculnya gap dalam implementasi.  

2. Pendekatannya normatif dan cenderung berorientasi pada aspek fisik 

semata tanpa mempertimbangkan aspek non fisik yang sangat pengaruhnya 

terhadap perkembangan wilayah. 

3. Belum adanya persepsi yang sama pada pelaku pembangunan dan 

pengelola wilayah. 

4. Terlalu berorientasi pada kepentingan pemerintah dan ada kecenderungan 

bahwa pendapat dan kebijakan pemerintah sebagai pengelola wilayah 

adalah  hal yang paling benar. 

5. Tidak/kurang pekanya pengelola wilayah terhadap fenomena yang terjadi 

di masyarakat. 

6. Rendahnya partisipasi masyarakat, mengingat belum tersedianya ruang 

interaksi yang cukup antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka 

penyusunan rencana tata ruang. 

7. Perencanaan tata ruang sering dianggap sebagai sebuah hambatan 

pembangunan karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga 

keberadaannya sering tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan pembangunan. 
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Selain beberapa permasalahan di atas, Budiharjo (1996:50-55) 

menyebutkan beberapa kendala dalam penataan ruang dan pengelolaan 

wilayah antara lain: (a) keterbatasan kewenangan pemerintah daerah; (b) 

keterbatasan kemampuan aparat; (c) keterbatasan pendanaan; (d) kelemahan 

manajeman/pengelola; dan (e) kelemahan mekanisme pengendalian 

pembangunan. Kendala terakhir disebabkan oleh kurangnya akses pemerintah 

daerah terhadap kebijakan pembangunan sektoral, ketidakberdayaan 

pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan investasi serta belum adanya 

sistem reward dan punishment dalam implementasi produk penataan ruang.  

Permasalahan-permasalahan di atas baik yang bersifat konseptual 

maupun teknis harus diantisipasi kemunculannya dan diupayakan solusinya. 

Upaya ini tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

rencana tata ruang. Karena apabila pendekatan yang digunakan sudah tepat 

dan mampu mengakomodasikan semua potensi dan kepentingan segenap stake 

holder yang mempunyai kompetensi terhadap pemanfaatan ruang maka 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyusunan dan pelaksanaan 

tata ruang dapat dieliminir.  

Robert Park dalam  Catanase & Snyder, 1988 menyatakan bahwa 

berbagai perspektif dan disiplin harus digunakan untuk memahami dan 

merencanakan sistem sosial yang rumit. Sistem sosial ini kemudian dijabarkan 

dalam suatu hierarki yang meliputi kondisi-kondisi fisik dan lingkungan 

tertentu yang membatasi dan menentukan sumberdaya lain dari sistem 

tersebut. 

1. Tatanan Fisik.Tatanan ini terdiri dari komponen fisik dan biotik yang 

merupakan determinan-determinan fisik yang nyata seperti kondisi 

topografi, jenis dan kesuburan tanah, iklim, jenis tanaman dan komunitas 

fauna. Tatanan fisik ini akan menentukan jenis budidaya dan usaha yang 

dilakukan oleh penduduk yang mendiami sebuah wilayah. 
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2. Tatanan Institusional. Jenis budidaya dan usaha yang dilakukan oleh 

penduduk kemudian berkembang menjadi sebuah kebudayaan dengan 

memanfaatkan teknologi dan kesepakatan-kesepakatan internal maupun 

eksternal sebagai infrastruktur pengaturnya. Tatanan ini meliputi aspek 

teknologi dan ekonomi yang bekerja secara simultan untuk mendapatkan 

sebuah budaya dan tradisi yang disepakati bersama. Aspek teknologi dan 

ekonomi ini dimanifestasikan dalam pemanfaatan teknologi, sistem 

moneter, tata niaga dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang bersifat 

normatif dan diatur oleh pemerintah.  

3. Tatanan Sosial. Di samping tatanan institusional yang menempatkan 

pemerintah sebagai institusi resmi penghasil produk-produk peraturan serta 

berperan dalam pengawasan, tatanan sosial juga dibutuhkan. Tatanan ini 

dibutuhkan untuk menaikkan standar-standar formal perilaku masyarakat, 

sehingga tercipta keteraturan sosial yang dibutuhkan dalam proses 

pembangunan. Pada akhirnya sistem nilai akan terbentuk dan menciptakan 

sebuah tatanan moral dan ideologis.  

 Konsep Robert Park ini apabila diimplementasikan dalam kajian tata 

ruang sebagai salah satu bagian sistem sosial akan melahirkan beberapa 

pendekatan yang cukup representatif  untuk digunakan dalam penyusunan 

rencana tata ruang.  

1. Pendekatan Fisik. Kondisi fisik wilayah seperti kondisi topografi dan 

kemampuan tanah menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan 

yang bersifat teknis. Keputusan teknis ini terutama ditujukan agar 

rekomendasi pemanfaatan ruang benar-benar sesuai dengan kriteria yang 

sudah ditetapkan. 

2. Pendekatan Institusional. Pendekatan ini lebih pada fungsi koordinasi dan 

political will dari pemegang otoritas untuk menentukan visi dan strategi 

pembangunan wilayah. Koordinasi antar segenap stake holder penting 
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dilakukan agar rencana tata ruang yang dihasilkan dapat dilaksanakan 

secara holistik dan terintegrasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.   

3. Pendekatan Sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui relasi-

relasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ruang-ruang interaksi 

yang ada dalam masyarakat dijadikan sebagai sebuah sumber informasi dan 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar 

rencana tata ruang yang disusun sesuai dengan aspirasi yang berkembang 

dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan relasi sosial yang ada dalam 

masyarakat  maka proses pembangunan tidak dapat berjalan seperti yang 

diharapkan. Berbagai konflik dan disharmoni antar pelaku pembangunan 

akan muncul seiring dengan gesekan kepentingan masing-masing pihak. 

Disinilah pendekatan sosial menjadi hal yang penting untuk diperhatikan 

dan dilaksanakan dalam penyusunan rencana tata ruang.  

 

TUGAS 

Berikut ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing 

peserta didik untuk memperdalam pemahaman dan kemampuan 

mengidentifikasi problematika perkembangan wilayah yang terjadi 

disekeliling kita. 

 

 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

 

 

 

 

 

  

A. Tujuan Tugas 

Mengidentifikasi problematika perkembangan wilayah 

 

B.  Uraian Tugas 

1. Obyek Garapan : 

Dinamika Perkembangan Wilayah 

2. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah 

pengerjaan): 

a. Mengidentifikasi problematika perkembangan wilayah 

dari naskah yang relevan 

b. Menuliskan dan menganalisis secara singkat 

c. Men-submit secara online pada ruang diskusi yang ada 

pada www.manajemenpertanahan.blogspot.com 

selambat-lambatnya 14 hari setelah tugas ini diberikan 

3. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: naskah singkat 

yang dituliskan secara online, spasi tunggal, maksimal 1 

halaman  
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MODUL III 

PRODUK-PRODUK PENATAAN RUANG 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Penataan 

ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyelenggaraan penataan ruang 

adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,dan 

pengawasan penataan ruang. Oleh karena itu, untuk dapat memahami persoalan 

penataan ruang, utamanya berkenaan dengan operasionalisasi dalam bidang 

pertanahan dan pembangunan wilayah maka pengenalan terhadap produk-produk 

penataan ruang harus dikedepankan. Produk-produk penataan ruang terbagi 

menjadi 3 ranah, yakni ranah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang.  Produk-produk tersebut tergambar dalam 

skema pelaksanaan penataan ruang sebagaimana Gambar 5. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang hendak dicapai 

melalui Modul III ini adalah: 

Peserta Didik Mampu Menganalisis Produk-produk Penataan 

Ruang dalam rangka pelayanan pertanahan dan penyelesaian 

konflik (P1, KU5) 
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PELAKSANAAN

Pengendalian 
Pemanfaatan 

Ruang

Peraturan Zonasi

Perizinan

Insentif & 
Disinsentif

Sanksi

Program PR

Pembiayaan

Pola penggunaan 
tanah, air, udara, 
dan SDA lain

Pemanfaatan
Ruang

Perencanaan
Tata Ruang

9

Rencana Umum

Rencana Rinci

 
Gambar 5. Skema Pelaksanaan Penataan Ruang 

 

 

A. Perencanaan Tata Ruang 

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Secara umum 

kegiatan perencanaan tata ruang menghasilkan 2 produk, yakni: 

1. Rencana umum tata ruang 

2. Rencana rinci tata ruang 

Secara skematis produk rencana umum tata ruang dan rencana rinci 

tata ruang, baik pada level pemerintah maupun pemerintah daerah dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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PRODUK PENATAAN RUANG

W
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Y
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P
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K
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T
A

A
N

RENCANA UMUM 

TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR KWS 

METROPOLITAN

RTR PULAU / KEPULAUAN

RTR KWS STRATEGIS NASIONAL

RTR KWS STRATEGIS KABUPATEN

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL 

KABUPATEN

RTRW KOTA

RTR BAGIAN WIL KOTA

RTR KWS STRA KOTA

RTR KWS STRATEGIS PROVINSI

RDTR WIL KOTA

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

Sebagai dasar penyusunan 

peraturan zonasi

a. rencana umum tata ruang belum dapat 

dijadikan dasar dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang mencakup 

wilayah perencanaan yanag luas dan 

skala peta dalam rencana umum tata 

ruang tersebut memerlukan perincian 

sebelum dioperasionalkan

disusun 

apabila:

Ps. 14 ayat (1)

Ps. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (3)

Ps. 14 ayat (4)

Ps. 14 ayat (5)

Ps. 14 ayat (6)

RDTR KABUPATEN

sebagai perangkat operasional 

rencana umum tata ruang

Gambar 6. Skema Produk Rencana Tata Ruang 

 

Produk rencana umum tata ruang bersifat hierarki dari pusat ke daerah 

(Gambar 7), yang berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekali 

dalam setahun. Rencaa tata ruang umumterdiri atas: 

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionalharus harus 

memperhatikan: (a) Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; (b) 

perkembangan permasalahan regional dan global,serta hasil pengkajian 

implikasi penataan ruangnasional; (c) upaya pemerataan pembangunan dan 

pertumbuhanserta stabilitas ekonomi; (d) keselarasan aspirasi 

pembangunan nasional danpembangunan daerah; (e) daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup; (f) rencana pembangunan jangka panjang 
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nasional; (g) rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan (h) rencana 

tata ruang wilayah provinsi dan rencana tataruang wilayah kabupaten/kota. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: (a) tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang wilayah nasional; (b) rencana struktur ruang 

wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait 

dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem 

jaringan prasarana utama; (c) rencana pola ruang wilayah nasional yang 

meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki 

nilai strategis nasional; (d) penetapan kawasan strategis nasional; (e) 

arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan; dan (f) arahan pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem 

nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan 

sanksi. 

 

Gambar 7. Hierarkhi Rencana Tata Ruang 

(Sumber: Ditjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tt) 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: 

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; 

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah 

nasional; 

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 

f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 

g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan produk 

rencana tata ruang pada level provinsi dan merupakan otoritas pemerintah 

provinsi. Produk ini berupa peraturan daerah yang berlaku dalam 20 tahun. 

Dalam penyusunannya RTRW Provinsi harus mengacu pada: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

b. Pedoman bidang penataan ruang, yang saat ini diatur dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota. 

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RTRW Provinsi 

berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: 

a. perkembangan permasalahan nasional dan hasilpengkajian implikasi 

penataan ruang provinsi; 

b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; 

c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan 

kabupaten/kota; 

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
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e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 

f. rencana tata ruang wilayah provinsi yangberbatasan; 

g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;dan 

h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Berkenaan dengan muatannya, RTRW Provinsi memuat berbagai hal 

pokok yang berhubungan dengan pembangunan wilayah di provinsi, yakni: 

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; 

b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan 

dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaandalam 

wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; 

c. rencana pola ruang wilayah provinsi yangmeliputi kawasan lindung dan 

kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; 

d. penetapan kawasan strategis provinsi; 

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yangberisi indikasi program 

utama jangka menengahlima tahunan; dan 

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahprovinsi yang berisi 

indikasi arahan peraturanzonasi sistem provinsi, arahan perizinan, 

arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai acuan pembangunan di 

wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: 

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang: 

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 

perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian 

antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 

f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 

g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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Secara umum RTRW Provinsi terdiri dari Rencana Struktur Ruang 

(Gambar 8) dan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi (Gambar 9). 

 

Gambar 8. Contoh Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi 

(Sumber: Ditjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tt) 

 

 

Gambar 9. Contoh Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi 

(Sumber: Ditjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tt) 
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3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota. 

Sebagaimana pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, 

pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberikan kewenangan dalam 

penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi: 

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. pelaksanaan penataan ruang wilayahkabupaten/kota; 

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 

d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah, pemerintah 

kabupaten/kota memiliki kewenangan yang meliputi: 

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: 

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 

b. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah 

provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang 

darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sebagai 

penjabaran atas rencana umum tata ruang, maka perlu disusun rencana tata 

ruang rinci. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional 

rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila: (a) 

rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau (b) rencana 
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umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta 

dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum 

dioperasionalkan. 

Adapun produk-produk yang termasuk ke dalam rencana rinci tata 

ruang adalah sebagai berikut: 

1. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan 

strategis nasional; 

2. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (Gambar 10); dan 

3. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan 

strategis kabupaten/kota. 

 

Gambar 10. Contoh Rencana Kawasan Strategis Provinsi 

(Sumber: Ditjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tt) 

 

Secara substansial produk-produk rencana tata ruang berisi muatan 

struktur ruang dan pola ruang sebagaimana tersaji dalam Gambar 11. 
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Perencanaan Tata Ruang
(Sumber: UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

RENCANA TATA RUANG

Rencana Sistem 
Pusat Permukiman 

Rencana Sistem Jaringan 
Prasarana

Peruntukan Kawasan        
Lindung

Peruntukan Kawasan  

Budidaya

Sistem Wilayah

Sistem internal 
Perkotaan

Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan 
Transportasi

Sistem Jaringan Energi

Sistem Jaringan 
Telekomunikasi

Sistem Persampahan & 
Sanitasi

Sistem Jaringan SDA, 
dll.

Kegiatan Pelestarian 
Lingkungan Hidup

Kegiatan Sosial

Kegiatan Budaya

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan Pertahanan & 
Keamanan

Ps. 17 ayat (1)

Ps. 17 ayat (2)
Ps. 17 ayat (3)

Ps. 17 ayat (4)

salah satunya adalah 
Kawasan Peruntukan Pertanian

Ps. 5 ayat (2)

 

Gambar 11. Muatan Rencana Tata Ruang 

 

Regulasi yang mengatur tentang tentang perencanaan tata ruang adalah 

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan 

Kota. Sementara itu yang mengatur tentang RDTR adalah Peraturan Menteri 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan 

Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Dalam hal 

ini, RDTR termasuk dalam instrumen perencanaan tata ruang tetapi Peraturan 

Zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 
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B. Pemanfaatan Ruang 

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 

pola ruang sesuaidengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dilakukan 

melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. 

Program pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan 

ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di 

dalam bumi.Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk 

jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang 

wilayah. Pemanfaatan ruang sebagaimana di atas diselenggarakan secara 

bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasiprogram utama pemanfaatan 

ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam 

rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, 

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam 

lain. Dalam rangka pengembangan penatagunaan  diselenggarakan kegiatan 

penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan 

sumberdaya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber 

dayaalam lain. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan 

air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya diatur 

dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, ketentuan yang sudah terbit 

dalam bentuk peraturan pemerintah baru pengaturan dalam penatagunaan 

tanah, yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah. 

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk 

pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak 

prioritaspertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima 
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pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Dalam pemanfaatan 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan: 

1. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah 

dan rencana tataruang kawasan strategis; 

2. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan 

pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan 

3. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang 

wilayah dan kawasan strategis. 

Pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan: 

a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; 

b. standar kualitas lingkungan; dan 

c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

 

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek yang penting untuk 

mencapai tertib pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah 

suatu proses kegiatan yang secara berkesinambungan mengikuti, mengamati, 

dan menempatkan pelaksanaan rencana-rencana pemanfaatan ruang yang 

disusun oleh berbagai instansi sektoral, pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat mewujudkan 

Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengendalian 

pemanfaatan ruang antara lain untuk: 

1. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan 

zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; 

2. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; 

3. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas; 
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4. Mengakomodasikan kebutuhan ruang yang dinamis dari berbagai kegiatan, 

baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara optimal dan 

berkelanjutan; 

5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara kawasan 

lindung dengan kawasan budidaya maupun antar kawasan budidaya yang 

dapat menimbulkan tumpang-tindih dan konflik; 

6. Pengendalian pemanfaatan ruang pada hakekatnya terdiri dari tiga kegiatan 

yang satu sama lain terkait erat, yaitu kegiatan pemantauan, kegiatan 

pengawasan, dan kegiatan penertiban pemanfaatan ruang. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, pengendalian memiliki dua fungsi 

yaitu: 

1. Fungsi untuk memperbaiki suatu kegiatan yang telah berlangsung namun 

keberadaanya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. 

2. Fungsi untuk mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan 

acuan yang telah disusun. 

Persoalan penataan ruang pada dasarnya berakar pada bagaimana 

pelaksanaan pembangunan dilakukan. Dalam pelaksanaan pembangunan suatu 

kawasan seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disusun 

dan menjadikan keduanya sebagai suatu hal yang bertentangan. Seringkali 

rencana tata ruang yang telah disusun akan tetap menjadi suatu dokumen 

sedangkan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan berdasarkan permintaan 

pasar. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang yang telah disusun dengan 

pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan apa yang disebut dengan 

pengendalian. Dalam Undang-Undang  No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dijelaskan bahwa pengendalian merupakan bagian dari proses 

penyelenggaraan penataan ruang yang berupaya untuk mewujudkan tertib tata 

ruang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses 

pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 
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Persoalan terbesar dalam penataan ruang adalah pengendalian 

pemanfaatan ruang. Sebaik apapun rencana tata ruang dan program 

pemanfaatan ruang yang disusun, tanpa disertai dengan pengendalian 

pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten dan berkelanjutan, maka tujuan 

penataan ruang tidak akan terwujud dengan efektif. Penyimpangan 

pemanfaatan ruang sebagian besar adalah karena lemahnya pengendalian 

pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu, pedoman pengendalian pemanfaatan 

ruang merupakan bagian yang amat penting dalam penataan ruang. 

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan perijinan, 

pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang kota. 

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur adanya 

koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh suatu 

lembaga yang mengurusi koordinasi penataan ruang daerah yang akan 

bekerjasama dengan aparat pemerintah di tingkat kecamatan disertai dengan 

melibatkan peran serta masyarakat. 

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang mengacu pada beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada arahan-arahan 

yang tercantum dalam rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditentapkan. 

2. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan terhadap kawasan lindung 

dan kawasan budidaya yang meliputi jenis dan intensitas pemanfaatan 

ruang.  

3. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penetapan peraturan 

zonasi (zoning regulations) yang menjadi acuan untuk kegiatan perijinan, 

pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, termasuk 

terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara serta 

pemanfaatan ruang bawah tanah. 
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4. Sesuai dengan arahan di dalam UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, 

koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh suatu lembaga 

yang ditetapkan oleh kepala daerah. 

Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, Rencana Tata Ruang 

harus dijabarkan dalam: 

1. Perangkat pengendalian, seperti RDTR-Peraturan Zonasi, Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Panduan Rancang Kota (design 

guidelines), dan standar teknis yang ditetapkan. 

2. Pedoman perubahan pemanfaatan lahan yang mengatur toleransi terhadap 

tingkat gangguan. Beberapa prinsip perubahan meliputi adanya ketentuan 

tingkatan perubahan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

3. Perubahantersebut dapat diberikan oleh dinas yang diberi kewenangan 

menangani penataan ruang dan bangunan. 

4. Perubahan besar harus melalui persetujuan lembaga perencanaan, dan 

dikenai denda dan biaya dampak pembangunan. 

5. Penataan kembali arahan zonasi harus melalui persetujuan DPRD. 

6. Kegiatan yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

dikenakan aturan peralihan berdasarkan prinsip pemanfaatan bersyarat, 

yaitu dapat dilanjutkan/dipertahankan asalkan tidak mengubah fungsi dan 

bentuk fisik; atau dibatasi sampai dengan waktu tertentu (dalam tenggang 

waktu). 

7. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera 

mengurus ijin (pemutihan), dengan dikenai denda. 

8. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tapi telah memiliki ijin dapat tetap 

dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan (dikenakan 

prinsippemanfaatan bersyarat). 

9. Perubahan fisik bangunan pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tapi 

telah memiliki ijin, harus mengacu pada aturan dan ketentuan teknis yang 

berlaku. 
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10. Pemanfaatan yang tidak sesuai aturan dan tidak mempunyai ijin dapat 

ditertibkan dengan pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan 

dengan dikenai denda dan biaya dampak pembangunan, denda atau 

kurungan. 

Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu dilakukan untuk 

kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, sedang berlangsung, maupun yang 

direncanakan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang adalah: 

a. Lokasi dan luas pemanfaatan ruang (lahan) 

b. Jangka waktu kegiatan (rencana) 

c. Cara-cara beroperasinya kegiatan pemanfaatan ruang (kaitannya dengan 

pengelolaan lingkungan hidup) 

d. Program atau rencana pengembangan kegiatan 

e. Kaitan atau sinkronisasi antar kegiatan 

Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan ruang perlu didukung oleh 

berbagai perangkat pengendalian. Pengembangan berbagai perangkat 

pengendalian tersebut ditujukan untuk mengarahkan sekaligus mendorong 

pembangunan. Dalam upaya mengarahkan pembangunan, perangkat 

pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan mampu berperan dalam upaya 

preventif maupun dalam upaya kuratif. Secara lebih lengkap sifat dan perangkat 

pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada Gambar 12.  
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Gambar 12.Sifat dan Perangkat Pengendalian Pembangunan 

 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan peyimpangan-

penyimpangan yang terjadi berakar dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai 

dengan peruntukannya. Untuk mengontrol alih fungsi lahan perlu dilakukan 

dengan 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu melalui : 

(1) regulation.Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan 

sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai 

pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan dapat 

melakukan pewilayahan (zoning) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan 

bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan 

transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam 

proses alih fungsi lahan;(2) acquisition and management. Melalui pendekatan 

ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta 

penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) yang ada guna 

mendukung upaya ke arah tertib tata ruang; dan (3) incentive and charge. 

Pemberian subsidi yang dapat meningkatkan jaminan kualitas dan ketepatan 
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pemanfaatan ruang, serta penerapan pajak yang tinggi untuk mempertahankan 

keberadaan suatu lahan tertentu. 

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, produk-

produk  pengendalian pemanfaatan  ruang meliputi empat bentuk, yaitu 

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta 

pengenaan sanksi.  

1. Peraturan Zonasi, merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 

tata ruang. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman 

pengendalianpemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan 

rencana rincitata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan 

zonasi ditetapkan dengan: (a) peraturan pemerintah untuk arahan 

peraturanzonasi sistem nasional; (b) peraturan daerah provinsi untuk 

arahanperaturan zonasi sistem provinsi; dan (c) peraturan daerah 

kabupaten/kota untukperaturan zonasi. 

2. Perizinan, merupakan upaya untuk memperbolehkan atau tidak 

memperbolehkan suatu kegiatan berlangsung pada suatu wilayah sesuai 

dengan tata ruang, dengan mengeluarkan penerbitan surat izin.Izin 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang wilayah 

dibatalkan olehPemerintah dan pemerintah daerah menurutkewenangan 

masing-masing sesuai denganketentuan peraturan perundang-

undangan.Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ataudiperoleh 

dengan tidak melalui prosedur yang benar,batal demi hukum. 

3. Pemberian Insentif dan Disinsentif, merupakan upaya untuk mengarahkan 

pembangunan dengan memberikan dorongan terhadap kegiatan yang 

sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan upaya menghambat 

terhadap kegiatan yang bertentangan dengan rencana tata ruang.Insentif 
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yang merupakan perangkat atau upaya untukmemberikan imbalan terhadap 

pelaksanaankegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,berupa: 

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidisilang, imbalan, sewa 

ruang, dan urun saham; 

b.  pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat,swasta dan/atau pemerintah 

daerah. 

Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah,membatasi 

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatanyang tidak sejalan dengan rencana 

tata ruang,berupa: 

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya 

yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan 

akibatpemanfaatan ruang; dan/atau 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaankompensasi, dan 

penalti. 

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada 

pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah 

daerahlainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat. 

4. Pengenaan Sanksi, merupakan upaya untuk memberikan tindakan 

penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang dan peraturan zonasi. 

Secara diagramatis kedudukan masing-masing bentuk pengendalian 

pemanfaatan ruang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13.  Pengendalian dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang 

 

TUGAS 

Berikut ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh peserta didik 

untuk memperkaya dan memperdalam kemampuan dalam menganalisis produk-

produk penataan ruang. 

 

 

 

 

 

 

  

A.Tujuan Tugas 
 Menganalisis produk-produk penataan ruang dalam rangka pelayanan 

pertanahan dan penyelesaiankonflik. 

 

B. Uraian Tugas 

1. Obyek Garapan 

Produk-produk Penataan Ruang 

2. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan) 

a. Mahasiswa membentuk kelompok dengan anggota 3 – 4 orang per 

kelompok 

b. Masing-masing kelompok mencari contoh produk-produk penataan 

ruang: perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan 

ruang 

c. Mencermati sekurang-kurangnya dua produk 

d. Mengidentifikasi perbedaan 

e. Membuat paparan dalam bentuk grafis/peta dan mempresentasikan di 

depan kelas 

3. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Poster atau Peta produk penataan ruang yang memuat penjelasan dan 

perbedaan antar produk 
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MODUL IV 

PEMANFAATAN PRODUK-PRODUK PENATAAN RUANG 

 

 

 

 

 

 

Telah secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang  bahwa pengaturan tentang penataan ruang diorientasikan 

untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu mainstreaming (pengarusutamaan) penataan ruang harus dilakukan 

terhadap seluruh pemangku kepentingan. Mainstreaming tata ruang dalam 

pembangunan dimaksudkan agar setiap proses pengambilan kebijakan dan 

implementasi kebijakan pembangunan yang mengalokasikan dan memanfaatkan 

ruang harus menempatkan aspek tata ruang sebagai pertimbangan utama. 

Tata ruang harus menjadi „jenderal‟ yang mengarahkan dan men-drive 

pembangunan wilayah yang memanfaatkan ruang. Oleh karena itu, pemerintah dan 

pemerintah daerah harus segera menyempurnakan dan melengkapi berbagai regulasi 

tentang penataan ruang hingga tersedianya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi secara lengkap, sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang. 

Hal ini menjadi penting mengingat terdapat hubungan yang sangat erat dan bersifat 

timbal balik antara rencana pembangunan dengan produk penataan ruang, 

sebagaimana terdapat dalam Gambar 7. 

Agenda pembangunan, apapun bentuknya harus tersurat dalam dokumen 

perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 

baik pada level pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang hendak 

dicapai melalui Modul IV ini adalah: 

Peserta Didik Mampu Memanfaatkan Produk Penataan 

Ruang dalam pelayanan pertanahan dalam rangka 

mengantisipasi terjadinya konflik (S9, KK1) 
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Alokasi pembangunan yang mengalokasikan ruang harus dijabarkan dalam produk 

rencana tata ruang. 

Skala / Jangka Waktu 

Pemberlakuan

RTRW Nasional

Skala 1 : 1.000.000

Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Provinsi

Skala 1 : 250.000

Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Kabupaten   

Skala 1 : 50.000

Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Kota   

Skala 1 : 25.000Jangka 

Waktu 20 tahun

RDTR

Skala 1 : 5.000

Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTR Pulau

RTR Kawasan Strategis Nasional

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RTRW Kota

RTRW 

Kabupaten

RDTR Kota

RTR Kawasan Strategis Kota

RDTR Kabupaten

RTR Kawasan Strategis 

Kabupaten

Rencana Umum Rencana Rinci

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RPJP Propinsi

RPJM Propinsi

RPJP 

Kabupaten/Kota

RPJM 

Kabupaten/Kota

 

Gambar 14. Skema Hubungan Produk Tata Ruang dengan Pembangunan 

 

Berdasarkan Gambar 14 di atas tampak jelas bahwa setiap perencanaan 

pembangunan harus terakomodasi dalam rencana tata ruang, agar tujuan penataan 

ruang dapat terwujud, Namun demikian, manfaat produk-produk penataan ruang tidak 

hanya terbatas pada pembangunan yang mengalokasikan ruang saja, tetapi juga 

berkenaan dengan kebijakan lainnya. 

 

A. Pemanfaatan Produk Penataan Ruang Dalam Pemberian Hak Atas Tanah 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, makna dikuasai oleh negara berarti negara sebagai 

organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa Indonesia untuk: (a) mengatur & 
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menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan & pemeliharaan bumi, air 

dan ruang angkasa; (b) menentukan & mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan & mengatur  

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang & perbuatan-perbuatan hukum  

mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  

 

Gambar 15. Skema Pemberian Hak Atas Tanah 

RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH 
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Salah satu hal terkait dengan produk-produk penataan ruang adalah 

pemberian hak atas tanah. Dalam hal ini hak atas tanah adalah hak yang memberi 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 

bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 

undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 

ayat (2) UUPA). Adapun pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah 

yang memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, 

pembaruan hak, perubahan hak, termasuk pemberian diatas Hak Pengelolaan. Dalam 

hal ini, pemberian hak atas tanah harus memperhatikan tata ruang (Gambar 15). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, baik secara tersirat maupun tersurat dalam 

setiap proses pemberian hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan) harus memperhatikan dan sesuai dengan 

RTRW.Dalam hal ini, beberapa persyaratannya seperti Izin Lokasi untuk pemberian 

HGU dan HPL harus sesuai dengan RTRW. Hal ini menunjukkan bahwa produk 

penataan ruang merupakan produk yang harus dipatuhi dalam pemberian hak atas 

tanah dan mempunyai perspektif jauh ke depan. Dalam hal inipenataan ruang harus 

menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap 

perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan (Kartasasmita, 

1996). Di samping itu harus bersifat realistis dan benar-benar mampu berfungsi 

sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai 

instansi dan sumber dana tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perspektif land management harus menjiwai 

kebijakan dan implementasi penataan ruang. 

Perspektif land management dalam penataan ruang diorientasikan untuk 

mewujudkan sustainable development yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Secara operasional pengelolaan pertanahan tersebut dilakukan melalui 
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fungsi-fungsi administrasi pertanahan yang meliputi penguasaan dan pemilikan tanah 

(land tenure), nilai tanah (land value), penggunaan tanah (land use), serta 

pengembangan atau rekayasa lahan/pertanahan (land development) 

Dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia, proses yang paling 

krusial dan kerap kali menjadi isu di masyarakat adalah “Pendaftaran Tanah”. 

Pendaftaran tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai 

aspek. Secara ekonomis pendaftaran tanah mempunyai arti penting bagi kepastian 

pemilikan tanah, harga jual tanah, dan kepastian jual beli. Secara administratif 

bermanfaat dalam penertiban kepemilikan dan kepastian hukum. 

Dalam konteks ini, pemanfaatan produk-produk penataan ruang dalam 

pemberian ha katas tanah difokuskan pada penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, mengingat bidang-bidang tanah merupakan objek utama 

penyusun wilayah dan ruang. 

 

1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

Berkenaan dengan hak atas tanah, baik dipergunakan untuk privat (hunian) 

maupun untuk publik (fasilitas umum dan fasilitas sosial), berlaku kaidah-kaidah 

administrasi pertanahan, yang dikenal dengan konsep Right, Restriction dan 

Responsibility (3R). Right dimaknai sebagai hak, yakni hubungan hukum antara objek 

hak (tanah) dengan subjeknya (pemegang hak). Restriction dimaksudkan sebagai 

batasan-batasan bagi subjek hak dalam menggunakan dan mamanfaatkan tanah, 

sedang responsibility adalah tanggungjawab bagi subjek hak (pemilik tanah) 

sehubungan dengan hak yang dimilikinya. Ketiga hal ini saling terkait, melekat dan 

tidak dapat diterapkan secara terpisah. Dengan demikian, setiap pemegang hak atas 

tanah, baik perorangan maupun badan hukum, di dalam haknya mengandung pula 

batasan-batasan berikut tanggungjawabnya (Sutaryono, 2017).  

Berbagai permasalahan penataan ruang pasca diterbitkannya RTRW 

Kabupaten/Kota berkenaan dengan penguasaan dan pemilikan tanah seperti: (a) 

penguasaan tanah oleh masyarakat dan pengembang property yang tidak dapat 
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ditindaklanjuti dengan proses pendaftaran tanah; (b) penguasaan tanah oleh 

masyarakat pada kawasan mangrove; (c) pemilikan tanah dengan bukti hak yang 

berada pada Ruang Terbuka Hijau (RTH); (d) Pemilikan tanah (sertipikat Hak Guna 

Bangunan) yang berada pada wilayah pasang surut.  

Permasalahan terkait penguasaan dan pemilikan tanah dapat diselesaikan 

melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 

ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria meliputi: 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak 

b. Pendaftaran hak-hak tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Secara operasional berdasarkan PP 24/1997, pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 

daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 

dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Adapun salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum atas suatu bidang tanah dan hak milik satuan rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar. Kepastian hukum dan perlindungan hukum yang 

diberikan tersebut di atas adalah: 

a. kepastian mengenai hak atas tanah bagi hak-hak yang telah terdaftar dalam daftar 

umum; 

b. kepastian mengenai pemilikan tanah  sebagai pemegang hak yang telah terdaftar 

dalam daftar umum; 

c. kepastian mengenai letak, batas dan luas bidang-bidang tanah yang telah terdaftar 

dalam daftar umum. 

Pada dasarnya penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan 

hukum atas tanah dan RTRW yang diterbitkan tidak mempengaruhi status hubungan 
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hukum atas tanah yang di atas atau dibawah tanahnyadilakukan pemanfaatan ruang 

(Pasal 9 PP 16/2014).Terhadap tanah hak masyarakat setelah penetapan RTRW, 

penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah 

atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya 

sesuai dengan RTRW. Apabila syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah 

tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi 

hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa 

bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Dalam 

hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembukuan hak 

dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang 

bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh 

pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (a) penguasaan 

tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan 

sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 

dipercaya; (b) penguasaan tersebut baik tidak dipermasalahkan oleh masyarakat 

hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 

Berkenaan dengan penguasaan dan pemilikan tanah yang berhubungan 

dengan pemecahan bidang (biasanya oleh pengembang), dalam Penjelasan Pasal 48 

PP 24/1997 Ayat (1) dinyatakan bahwa “pemecahan bidang tanah harus sesuai 

dengan rencana tata ruang yangberlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak 

terlaksananya ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan hal-hal di atas maka permasalahan yang terjadi berkenaan 

dengan penguasaan dan pemilikan tanah pasca terbitnya RTRW Kabupaten/Kota 

adalah sebuah keniscayaan, mengingat dalam proses penyusunan RTRW aspek-aspek 

berkenaan dengan land management belum mendapatkan perhatian secara memadai. 
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2. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

Penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka penyelenggaraan 

penataan ruang, secara normatif mendasarkan pada PP 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah. Dalam hal ini penatagunaan tanah bertujuan untuk: (a) 

mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai 

kebutuhankegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW; (b) mewujudkan 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai denganarahan fungsi 

kawasan dalam RTRW; (c) mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatantanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian 

pemanfaatan tanah; (d) menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan 

dan memanfaatkan tanahbagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan 

tanah sesuai denganRTRW yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks ini kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum 

terdaftar,tanah negara dan tanah ulayat masyarakat hukum adat.Terhadap tanah-tanah 

tersebut penggunaan danpemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan RTRW. 

Berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, sebagaimana 

diatur dalam  Pasal 13 PP 16/2004: (a) penggunaan dan pemanfaatan tanah di 

kawasan lindung atau kawasan budidaya harussesuai dengan fungsi kawasan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah; (b) penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan 

lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan 

ekosistem alami; (c) penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh 

diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya; (d) pemanfaatan tanah di 

kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan 

memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya. 

Berdasarkan hal-hal di atas, dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan 

tanah di seluruh wilayah Kabupaten/Kota harus mengikuti arahan pola ruang 

sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten/Kota. Berbagai permasalahan yang 
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muncul dapat diselesaikan dengan mengakomodasikan penggunaan dan pemanfaatan 

tanah melalui arahan pola ruang pada RTRW maupun zona ruang dalam RDTR-PZ. 

Berdasarkan hal-hal di atas secara ringkas dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan pemberian hak atas tanah, termasuk hal-hal terkait penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berhubungan dengan produk-

produk penataan ruang dapat diselesaikan melalui pengelolaan pertanahan dan 

pendaftaran tanah apabila: (1) subjek dan objek-nya telah clean and clear, di mana 

objeknya jelas lokasi dan batas-batasnya serta subjeknya tidak terjadi sengketa dan 

konflik penguasaan tanah (klaim); (2) penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai 

dengan RTRW; dan (3) adanya alas hak atau bukti hak yang berupa bukti-bukti 

tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan dan/atau 

penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau 

lebih secara berturut-turut dan pendahulu-pendahulunya, yang dilakukan dengan 

itikad baik, secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan: 

Diskusikan Kasus Berikut 

Dalam praktik PTSL di Kota Banjarbaru, penetapan status tanah didasarkan 

pada pola ruang. Apabila letak bidang tanah berada dalam kawasan 

pertanian, maka ditetapkan sebagai tanah pertanian, tetapi jika berada di luar 

kawasan pertanian ditetapkan sebagai tanah non pertanian. Penetapan status 

tanah dituliskan dalam form surat ukur dengan kalimat „sebidang tanah 

pertanian/non pertanian sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang RTRW 

Kota Banjar Baru Tahun 2014 – 2034. 

Namun, kebijakan penetapan status tanah di Kota Banjarbaru di atas berbeda 

dengan di Kabupaten Banjar. Penetapan status tanah di Kabupaten Banjar 

berdasarkan pada kondisi eksisting penggunaan tanahnya, tanpa 

memperhatikan kondisi pola ruang dalam RTRW. Sebidang tanah dengan 

penggunaan pertanian, lading, kebun atau sejenisnya ditetapkan menjadi 

tanah pertanian, sedangkan pemanfaatan berupa rumah, toko, pablik, dan 

sejenisnya, ditetapkan sebagai tanah non pertanian atau pekarangan. Pada 

form surat ukur dituliskan „sebidang tanah pekarang/pertanian‟, tergantung 

kondisi eksistingnya. (Sumber: Simajuntak, 2019) 
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B. Pemanfaatan Produk Penataan Ruang dalam Perizinan Pertanahan 

Sampai saat ini belum ada regulasi yang menyebutkan terminologi perizinan 

pertanahan. Namun dalam praktiknya perizinan di bidang pertanahan mewujud dalam 

berbagi bentuk izin, seperti: (a) izin lokasi; (b) informasi data pertanahan; (c) 

pertimbangan teknis pertanahan; (d) penetapan lokasi; (e) perubahan penggunaan 

tanah. 

 

1. Izin Lokasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 

14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, yang dimaksud dengan Izin Lokasi adalah izin 

yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk 

usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk 

menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.  Secara 

sederhana izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 

digunakan dalam kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha. Dalam 

hal ini pelaku usaha dapat perseorangan maupun non perseorangan (PT, Perum, BLU, 

koperasi, dll). Izin lokasi tersebut digunakan oleh pelaku usaha sebagai dasar untuk 

menindaklanjuti dengan proses perolehan tanah untuk usaha (Gambar 16). 

Objek Izin Lokasi merupakan tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah 

diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang 

akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha. Rencana kegiatan usaha tersebut berdasarkan 

izin/persetujuan/pendaftaran atau yang serupa itu untuk Penanaman Modal yang 

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini sangat jelas bahwa izin lokasi 

hanya diberikan apabila izin yang diajukan lokasi tanahnya sesuai dengan RTRW 

atau dalam regulasai ini harus sesuai dengan RDTR. 

 

2. Informasi Ketersedian Data Pertanahan 

Berdasarkan Peraturan Menteria Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah 
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disebutkan bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta 

pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat 

diberikan kepada pihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis. 

Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah tersebut 

diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Perizinan pertanahan 

dalam hal ini tidak terkait dengan produk-produk penataan ruang, kecuali berkenaan 

dengan informasi status penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah. 

 

 
Gambar 16. Skema Cara Memperoleh Tanah oleh Pelaku Usaha 

 

3. Pertimbangan Teknis Pertanahan 

Yang dimaksudan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana 

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah ketentuan 

dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan 

izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah. Oleh karena 
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itu Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan meliputi: (a) pelayanan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi; (b) Pelayanan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan (c) 

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah. Secara khusus materi pertimbangan teknis pertanahan ini 

akan di bahas pada Sub Bab Pemanfaatan dalam Pertimbangan Teknis 

Pertanahan. 

 

4. Penetapan Lokasi 

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, yang dimaksud dengan Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi 

pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan 

gubernur, yang dipergunakan sebagai izin pengadaan tanah, perubahan 

penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Penetapan lokasi tersebut dilakukan 

berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang salah satunya berisi 

tentang kesesuaian lokasi pembangunan dengan RTRW. Izin penetapan lokasi ini 

mensyarakat adanya Pertimbangan Teknis Pertanahan terlebih dahulu.  

 

5. Perubahan Penggunaan Tanah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Panatagunaan Tanah, yang dimaksud dengan penggunaan tanah adalah wujud 

tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan 

manusia. Oleh karena itu, perubahan penggunaan tanah dapat dimaknai sebagai 

upaya untuk melakukan perubahan wujud tutupan bumi yang dilakukan oleh 

manusia. Dalam hal ini, izin perubahan penggunaan tanah juga harus 

memperhatikan RTRW. Di samping itu, proses izin perubahan penggunaan tanah 

juga harus melalui pertimbangan teknis pertanahan. 
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C. Pemanfaatan Produk Penataan Ruang Dalam Pertimbangan Teknis 

Pertanahan 

 

Pertimbangan teknis pertanahan dipersyaratkan dalam rangka pemberian 

Izin Lokasi, Penetapan Lokasi; dan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah. Adapun pemberian pertimbangan teknis ini mengacu pada kebijakan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang diatur melalui peraturan daerah 

tentang RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, 

Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Tanah Pertimbangan 

Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang 

memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar 

penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh 

tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula 

sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna 

keperluan usaha penanaman modalnya.  

Pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan penetapan lokasi 

adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah 

yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sejak adanya ketentuan 

tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana penetapan lokasi 

dilakukan oleh Gubernur, maka pelayanan pertimbangan teknis pertanahan 

dalam penerbitan penetapan lokasi tidak dilaksanakan di Kantor Pertanahan. 

Pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan 

penggunaan tanah adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada 

pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. 
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Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, 

Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah harus diselenggarakan 

dengan ketentuan: 

1. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum; 

2. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya; 

3. Memenuhi azas keberlanjutan; 

4. Memperhatikan azas keadilan; 

5. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan. 

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah 

tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dasar hukum izin lokasi 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaranan 

Penataan Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.  

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) merupakan ijin peruntukkan 

penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh orang pribadi yang akan merubah 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian sesuai peruntukannya dengan 

luas kurang dari 10.000 m². Perubahan peruntukkan penggunaan tanah ini harus 

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. 

Hal yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertimbangan teknis 

pertanahan harus mengacu pada produk penataan ruang adalah adanya 

persyaratan peta yang harus ada, yakni sekurang-kurangnya terdapat peta-peta: 

(1) Petunjuk Letak Lokasi; (2) Penggunaan Tanah;  (3) Gambaran Umum Penguasaan 

Tanah; (4) Kemampuan Tanah; (5) Kesesuaian Penggunaan Tanah;  (6) Ketersediaan 

Tanah; dan (7) Pertimbangan Teknis Pertanahan.  

Gambar 17 dan 18 berikut adalah contoh penerapan produk penataan ruang 

untuk pertimbangan teknis pertanahan untuk Izin Lokasi. Permohonan izin yang 

diajukan adalah rekomendasi lokasi perumahan yang diajukan oleh investor di 
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Kabupaten Bengkulu Selatan. Dokumen yang dilihat adalah Perda RTRW 

Kabupaten Bengkulu Selatan, yang meliputi batang tubuh dan peta pola ruang. 

 

Gambar 17. Contoh Pengecekan Kesesuaian dengan RTRW (Batang Tubuh) 

(Sumber: Ditjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tt) 

 

 

Gambar 18. Contoh Pengecekan Kesesuaian dengan RTRW (Peta Pola Ruang) 

(Sumber: Ditjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tt) 
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D. Pemanfaatan Produk Penataan Ruang Dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan 

Pengadaan tanah adalah tahapan yang paling krusial dalam pembangunan 

wilayah, mengingat kegiatan ini berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah 

bagi subjek hak yang menguasai atau memiliki bidang-bidang tanah di lokasi 

pembangunan. Pengadaan tanah dimaknai sebagai kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak. Kegiatan pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum 

Pihak yang Berhak. Dalam konteks ini, terminologi pengadaan tanah sering 

disebut sebagai pengadaan tanah. Pengadaan tanah yang sedang digalakkan oleh 

pemerintah dalam dua tahun terakhir adalah pengadaan tanah untuk mendukung 

lebih dari 245 proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur untuk 

kepentingan umum. Adapun capaian proyek strategis nasional saat ini adalah 35 

proyek sudah operasional, 145 proyek tahap konstruksi, 9 proyek tahap transaksi 

dan 85 proyek tahap persiapan (Kementerian ATR/BPN, 2018).Namun demikian, 

dalam berbagai kasus pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum, permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam proses pengadaan 

tanah antara lain: (1) lokasi Tidak sesuai dengan RTRW; (2) tidak semua 

masyarakat terdampak setuju; (3) hak atas tanah tidak jelas (objek &subjeknya); 

(4) ketidaksepakatan dalam Ganti Rugi; (5) kurang terbukanya informasi; (6) 

munculnya Spekulan; (7) dokumen perencanaan yang kurang mantap; (8) proses 

penetapan lokasi yang tidak clear & clean; (9) belum adanya NSPK untuk Studi 

Perencanaan Pengadaan Tanah; (10) pemahaman regulasi dan implementasi yang 

belum memadai; (11) penganggaran yang belum mengkover seluruh tahapan 

(Sutaryono, 2018). 

Pertanyaan yang mengedepan kemudian adalah, mengapa muncul 

berbagai permasalahan dalam kegiatan pengadaan tanah sebagaimana di atas. 
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Jawabannya tentu tidak sederhana. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum, mengingat terdapat beberapa tahapan dalam pengadaan 

tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan 

dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dengan pelepasan hak 

atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat memberikan kekuasaan 

pada negara untuk kemudian mengatur dan memberikan hak atas tanahnya untuk 

kepentingan umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, tahapan 

kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi 

kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Keempat 

tahapan tersebut merupakan satu sekuensial yang saling terkait dan merupakan 

satu kesatuan proses, meskipun lembaga/institusi yang menjalankan berbeda-

beda. 

Berkenaan dengan hal di atas, maka kemunculan berbagai persoalan 

dalam pengadaan tanah akan dikurangi atau bahkan dihilangkan apabila studi 

perencanaan pengadaan tanahnya dilakukan secara baik dan taat azas. Salah satu 

prakondisi yang harus dipenuhi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang.  

Produk-produk yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengadaan 

tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dapat berupa produk 

perencanaan yang bersifat umum maupun produk perencanaan yang bersifat 

rinci. Adapun yang digunakan sebagai dasar dan pertimbangan utama dalam 

kegiatan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah: (a) 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (b) merupakan program Prioritas 

Rencana Pembangunan Nasional/Daerah dan telah dimasukkan dalam dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Instans yang memerlukan tanah. 

Studi perencanaan pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen 

perencanaan pengadaan tanah yang paling tidak memuat berbagai hal terkait 
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dengan proses pengadaan tanah, baik langsung maupun tidak langsung. 

Termasuk dampak yang akan ditimbulkan oleh pembangunan terhadap tanah 

yang dihasilkan dalam proses pengadaan tanah. Muatan yang harus ada dalam 

dokumen perencanaan tersebut adalah: 

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan serta menguraikan manfaat 

pembangunan yang akan dilakukan untuk kepentingan umum; 

b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan 

Nasional dan Daerah; 

c. Letak tanah, yang harus disajikan melalui peta;  

d. Luas tanah yang dibutuhkan (perkiraan luas tanah yang diperlukan), baik 

secara keseluruhan maupun bidang per bidang; 

e. Gambaran umum status tanah, yang menguraikan data awal mengenai 

penguasaan dan pemilikan atas tanah pada wilayah yang akan dibebaskan 

tanahnya; 

f. Perkiraan waktu pelaksanaan, yang berisi prediksi waktu yang dibutuhkan 

dalam keseluruhan proses pengadaan tanah, berdasarkan setiap tahapan 

pelaksanaan pengadaan tanah; 

g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan setelah keseluruhan proses 

pengadaan tanah selesai dilakukan; 

h. Perkiraan nilai tanah menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian objek 

pengadaan tanah, yang dihitung berdasarkan nilai ganti kerugian setiap bidang 

tanah yang ada pada lokasi pengadaan tanah; 

i. Rencana anggaran biaya (RAB) yang berisi uraian dan besaran dana, sumber 

dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi dalam 

keseluruhan proses pengadaan tanah. 

Dokumen perencanaan dengan muatan di atas harus dilengkapi dengan 

hasil studi kelayakan yang mencakup berbagai aspek yang sangat terkait dengan 

pelaksanaan pembebasan tanah, yakni:  
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a. Survei sosial ekonomi; 

b. Kelayakan lokasi dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan; 

c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat; 

d. Perkiraan nilai tanah; 

e. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari 

pengadaan tanah dan pembangunan; 

f. Studi lain yang diperlukan (studi budaya masyarakat, studi politik dan 

keamanan atau studi keagamaan). 

 

TUGAS 

Berikut ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh peserta didik 

untuk memperdalam kemampuan dalam penerapan produk-produk penataan ruang 

untuk berbagai kebijakan dan perijinan di bidang pertanahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Tujuan Tugas 

 Memanfaatkan produk-produk penataan ruang dalam pelayanan 

pertanahan 

 

B. Uraian Tugas 

1. Obyek Garapan  

Produk-produk Penataan Ruang 

2. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan): 

a. Mahasiswa membentuk kelompok dengan anggota 3 – 4 orang 

per kelompok 

b. Masing-masing kelompok mencari contoh produk-produk 

penataan ruang: perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian 

pemanfaatan ruang 

c. Mensimulasikan pemanfaatan produk penataan ruang untuk 

pelayanan pertanahan 

d. Memaparkan hasil simulasi di kelas 

      3. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Paparan hasil simulasi pemanfaatan produk penaataan ruang 
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PENUTUP 

 

Pemahaman terhadap konsep perencanaan wilayah, prinsip-prinsip 

perencanaan wilayah dan pentingnya penataan ruang wilayah bagi praktisi di bidang 

pertanahan dan penataan ruang adalah sebuah keharusan. Bekal ini akan sangat 

bermanfaat dalam berinteraksi dengan stake holder terkait serta untuk memberikan 

pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan pembangunan wilayah. 

Kemampuan mengidentifikasi problematika perkembangan wilayah, baik dari 

aspek fisik, non fisik maupun aspek kebijakan dapat digunakan untuk merumuskan 

kebijakan yang mampu mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan baru. 

Bahkan kebijakan yang dihasilkan mampu menyelesaikan permasalahan 

pembangunan wilayah yang terkait dengan pertanahan dan penataan ruang. 

Kemampuan mengenal dan menganalisis produk-produk pertanahan 

menjadikan praktisi di bidang pertanahan dan tata ruang secara jelas dapat 

mengetahui kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan, baik oleh institusi 

pertanahan dan tata ruang maupun kebutuhan pihak lain. 

Keterampilan memanfaatkan produk-produk penataan ruang dalam perizinan 

pertanahan, pertimbangan teknis pertanahan maupun dalam kegiatan pengadaan tanah 

sangat dibutuhkan bagi pengambil kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang. 

Ketrampilan ini juga merupakan capaian tertinggi bagi peserta didik yang mengambil 

mata kuliah Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah. 
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